PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSI_STEM GAMBUT-__"-_:__

Menimbang:

Mengingat:

GUBERNUR KA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT o

1

DENGAN RAHMAT TUHAN “YANG MAHA ESA

. bahwa Pera’mran Pemeimiah Nomor 7 1 Tahun 20.14:;' .'

. bahwa berdasarkan pertimbangan’ 'sebagalmana d1mal<sud-

IMANTAN BAR:

NOMOR & . TAHUN 2021
TENTANG

DAN MANGROVE

GUBERNUR hALIMANT AN BARAT

a. bahwa dengan - menmgkatnya pemaﬂfaataﬁ Ekcsmtem SRt

Gambut dan Mangrove yang tidak sesuai dengan ketentuanj e
peraturan perundang-undangan mengalﬂbatkan kerusakan-__ ;
terhadap Ekosistern” Gambut dan Maﬁgrove sérta fung_ _
lingkungan h1dup, serta . akan . berdampak - pada
peningkatan emisi dari defores’casz dan- degradam hutan
serta dekomposy.& gambut, sehmgga dzper}.ukan ‘upaya
untuk menjaga dan me}estankan Ekoszstem Gambut dan
Mangrove;

tentang Perlindungan dan Pengeiolaan Ekomstem _ra.mbut'
sebagaimana telah diubah dengan Peraturem Pemermtah"
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan.
Pemerintah -Nomor 71 Tahun 2014 dan berdasarkanf
Peraturan - Pemerintah Nomor 23° Ta.hun 2021 tentang
Penyelenggaraan - Kehutanan, . membemkan kewenanganfl
pada Pemerintah Daerah untuk melmdu11g1 dan mengelola

Ekosistem Gambut dan Mangrove, R

dalam huruf a dan huruf b, perlu meneétapkan Pcraturanf_
Daerah tentang Perlindungan dan: Pengeloiaal Ekos:lstem
Gambut dan Mangrove; : - : s

Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara 'Repubhki_
Indonesia Tahun 1945; : : .
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentaﬁg; Kehutanan*ﬁ
(Lembaran Negara Republik. Indonema “Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) ‘sebagaimana telah diubah beberapa' kali dan_._-_-_-
terakhir dengan' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2@20{5
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesza;
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembazan Negara_-’ :
Republik Indonesia Nomor 6573) ok
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ‘Lentang Penataanﬂ- :
Ruang (Lembaran Negara: Repubhk "[mionesm Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia.
Nomor 4725) sebagalma.na i:elah dmbah dengan Undang"

(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020: Nomor-
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indon@sna Nomo
6573); S B e e
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... dengan_ Undaﬁg-Undang Nomor 11 Tahun 202(

.. Indonesia Nomor 6573)
. Undang- Undang Nomor

L .Undang~Und _
Wilayah. Pes1snr dan Fu}au 1 Lembx
Republik Indone31a Tahun 2007 Norn_

Lembaran - Negara Repubhk _
Sebagazmana telah - diubah bebez apa

Cipta Kerja (Lembaran Negara. Repubhk Indoneszé _..Tah
2020 Nomor 245, Tambaham Lembaran Neg o e

'32

Per 1111c1ungan 3 dan

..Undang Undang Nomor 6 'I‘ah
(Lembaran ;-Neg“a:.ra -:Republﬂslnd onesia Tahun

6573) i
7 Umdang—Undang

Repubh}:{ Indrmesza Tahun 20 N
Lembal an Neﬂara Repubhk: Indo ¢

_'_Nomor 6405) sebagazma;aa_.
Undang Nomm 11 Tahuﬁ 2_0

245, ’I‘ambahan Lembaran Neg
6573) s




10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun- '2'0'14' Ctentang
Perlindungan . dan  Pengelolaan - Ekosistem: . Gambut -~ .
(Lembaran Negara Republik - indonesm Tahun 2014 ‘Nomor.

209, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indcnesna Nomor
5580) sebagaimana . telah - diubah - dengan ‘Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembahan Atas =
Peraturan Pemer intah - Nomor 71 ’I‘ahun 2014 Te '

Perlindungan - Dan Pengelolaam Ekosnste_ X
(Lembaran Negara' Republik Indonesla ‘Tahun 2016 Nomor-;-:_
260, Tambahan Lembaran Neg&ua Repub&k Indones;a NOI?0,0I‘];
5957); - 5 f L

11. Peraturan Pememntah Nomm 2& Tahun 2020'-5' -tentang'-.f
Rehabilitasi “dan’ =~ Reklamasi Hutan - (Lembar_' o
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 137, ;-'3-Tambahan'_”
Lembaran Negara Repubhl«: Indonesxa Nomar 6518) R

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun: 2021 tentang”_;- i
Penyeienggaraan Perimdungan dan Pengeiclaan_ Llngkungan

Nomor 32, Tambahan Lembaran Neg&i‘&'ﬁepubhl
Nomor 6634); e

Restorasi Gambut Dan . Mangmve _ (Lelﬁbai" '_
Repubhk Indonesz,a ’I‘ahun 2020 Nomor 298)

Gambut (Bema Negara Republzk Indonesza ’I‘ahun*-':izﬁlfz
Nomor 976); - :

16. Peraturan Menteri. ngkungan Hldup dan Kehuta_nan Nomor
P.60 Tahun 2019  tentang Tata Cara  Penyusunan;

Penetapan, dan Perubahan Rencama Perlmdungan dan
Pengelolaan Ekosm‘tem Gambu‘t ' :

Dengan Perseiujuan Belsama e

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSX KALEMANTAN BARAT :
o dan - S

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT s

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE

HARD PERASCHAT %m’mz—g
HURUS . PREMRANARGA

1t

CASINTEN Y| smikma | S




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: |

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

BAB 1
KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. SR
Pemerintah Daerah adalah Gubernur ‘sebagai uﬂsur" penyelen ga:ra;‘._' S
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtaham S
vang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kahmaﬂtan Barat '
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. o '
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kahmantan Barat LT
Pemerintah Kabupaten/Kota - adalah Bupati/ Wailkota sebaga:; unsui'.-_:'-j ST
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan--’
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemenntah kabupaten / kota e:h
Provinsi Kalimantan Barat. ERI
Menteri adalah Menteri yang - memb1dang1 ngkungan Hldup dan_;f; SENE
Kehutanan.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewa;n'_ Con
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemermtahan Lo

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kahmantan Barat

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang. selan;utnya dlsebut; Dina
adalah perangkat daerah vang menyelenggarakan urusan peme1 mtahani--_'.
bidang lingkungan hidup. e
Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyaraka‘t hukum adat atau R
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang t1dal<: bezbadan
hukum

upaya sistematis dan terpadu yang dﬂals:ukan unmk melestamkan fumgsz :
Ekosistem Gambut dan Mangrove serta mencegah tetjadmya 1<:e1 usakan
Ekosistem Gambut dan Mangrove yang’ mehpu‘m perencanaan,__g_
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasaﬂ dan penegakangi_;-_.-;
hukum. .
Gambut adalah material organik ;yang terbentuk secaua aiam1 darl s1sa sma.?-[_'_;'
tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengaﬁ keteba}an 50 (hmaf-_
puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. = i
Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang. khas ium_buh dan?

berkembang pada daerah pasang surut, terutama di iaguna, m =
dan pantai yang terlindung dengan subtrat atau Iumpur berpasn‘ L i
Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu"_'_-';
kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengai u}n dalam membenmk.lr :
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. .~ o
Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasx mangrove f'

berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme. sehmgga dapat tumbuh
dan berkembang pada daerah sepan;ang pantai terutama di daerahz-pasang_-
surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau
1umpur berpasir dalam membentuk kesmmbangan lmgkungan hidup yang e
berkelanjutan.
Fungsi Ekosistern Gambut adalah tatanan unsur: Gambut yang berfungsz :
mehndungx ketersediaan  air, : kelestarian keanekaragaman haya'tz :
penyimpan cadangan karbon- peﬁghasﬂ 0ks1gen penyeimbang iklim yang.
terbagi menjadi fungsi lmdung Ekosistem - Gambut dan fungsi’budldaya'
Ekosistem Gambut.
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur G but yang

memiliki karakteristik tertentu yang mempunyaz fung51 utama dalam:
perlindungan dan keseimbarigan tata air, penyimpan. cadangan kar’bon, i
dan pelestarian keanekaragaman hayati unmk dapat melestamkan fungsx_;'_:-
Ekosistem Gambut. : : o e
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan uzlsul”" gambut ya_ng .
memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam" menunjang R
produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budldaya sesuai daya -

dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.:

Sumber daya lahan gambut adalah lingkungan yang terdiri (iarl 1k11m, FRE
relief, tanah, air, vegetasi, dan benda lainnya yang terdapat di- gambutﬂ
serta adanya hubungan ekosistem yang dinamis diantaranya, _dan ada SRR

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan gambut.

Jasa ngkungan adalah manfaat dari ekosistem dan hﬁgkungem hitdup.é' _
bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan - yang. . dlantaranya;:{_._-
mencakup penyediaan sumber daya alam, penga‘turan alam’ dan..: Pt

lingkungan hidup, penyokong proses alam, d&an peiestman mlm budaya

Kerusakan Eksositem gambut adalah kondisi Ekosistem Gambut yarlg' e
melampaui salah satu kriteria baku Kerusakan mehputi untulk: fungsr-'_;_'_' s
Ekosistemm Gambut lindung terdapat drainase. buatan, ‘tereksposnyalj"
sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut temadi
pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan dan untuk fungsi = -

Ekosistem Gambut budidaya muka air tanah di lahan Gambut 1eb1h dari-
0,4 m (nol koma empat meter) di bawah permukaan Gambut, serta = .

tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah' lapisan Gambut
Pengendalian adalah proses pemantauan aktimtas ‘dalam Ekosmtem--_

Gambut dan Mangrove yang bertujuan untuk = memastikan fungsr; S

Elosistem Gambut dan Mangrove dapat berjalan sebagaamana mestinya..

Pencegahan adalah upaya terpadu untuk mencegah terjadinya kerusakan - o

Ekosistem Gambut dan Mangrove yang: dllakukan melalm pendekataﬂ
ekologi, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. - Sl
Penanggulangan adalah upaya terpadu dalam’ menanggulangz -te1}admya”_:'_f‘
kerusakan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang' chiakukan_i;"melalma'"f"

pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakai dan:i

pendekatan hultum di dalam masyarakat.

Pemulihan adalah upaya untuk mengembahkaﬂ fungsz Ekos:tstem Gambut-ﬁ-_-:_

dan Mangrove secara lestari. 2
Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tmdakan ya:ﬂg dﬂakukan-__
untuk menjaga suatu eksoistem dan memperbaikinya- agar. selalu dalam.
keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secala efektlf c’lan L
efisien sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas). - iy
Pencadangan adalah alokasi tertentu Ekosmtem Gambut dan Mangrovef
yang belum dipastikan peruntukkan fungsinya. : -

Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosmtem.Gambut yang letaknya d1 fi_ 4

antara 2 (dua) sungai dan laut dan/atan pada rawa.

Saluran Drainase adalah saluran yang secara langsung mengahrkan an |

keluar Kesatuan Hidrologis Gambut, mxsalnya mengaiukan a;r langsurlg:f
dari Kesatuan Hidrologis Gambut ke sungai atau laut. -

Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelan;utan adalah senma upaya'_
perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan’ lestari - m@laim - proses

terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan . fungszwfu:ngﬁ ekos:ts‘tem-‘_--.-_-'f."? L

mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. AR
Dokumen Lingkungan adalah dokumen yanor dm‘nhki cﬂeh setlap Orangff?

yang akan melakukan usaha dan/atau - kegaataﬁ daiam rangka
perlindungan dan pengelolaan. lingkungan hzdup Sebageu pragyaratf,_

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. =
Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal di Ekosmtem Gambut dafn N

Mangrove dengan pemenuhan-kebutuhan pokﬁimya bf‘«rgan’sung kepada

sumber daya alam di sekitar mereka

HARD PRRANGZEAT nmzmms
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32. Masyarakat Hukum Adat yang selan;utnya dzsmgkat MHA adalah'
kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di- mlayahi e
geografis tertentu yang termasuk dalam Ekosistern Gambut: dan Mangrove SRS N
karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat:= e
dengan lingkungan hidup, serta  adanya sistem nilai- yang menez&tukaﬂf__- RIS by
pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum: I

33. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tank secara-l-f‘.'-__-_l§
moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap: orang ataupun Pemerintah .
dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang. berdampak posmf SR
pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fumgm lmgkungan hldtzp S

34. Disinsentif adalah pengenaan beban atau- ancaman secara: mcnetern- e
dan/atau nonmoneter kepada seuap orang maupun Pememntah dan_"_-' e
Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatlf e
pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. =~

35. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan - dan S
meningkatkan fungsi sebuah ekosistern guna menmgkatkan daya dukung, el
produktivitas dan peranannya dalam menjaga szstem penyangga _
kehidupan. : -

Pasal 2 : LERE

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove b€1 saskan:

tanggung jawab; ST
kelestarian dan keberlanjutan;
partisipatif;
keterpaduan;
keserasian dan keseimbangan;
keadilan,;
kesetaraan gender;
kedayagunaan dan kehasilgunaan;
kearifan lokal; dan
keterbukaan dan perlindungan hukum.

DR e o0 op

Pasal 3 : : o

Tujuan Perlindungan dan Pengeloiaan Ekosnts;tem Gambut dari'= jMangrove
adalah untuk: : i
a menjaga keseimbangan dan kelestarian Ekos1stem Gambut dan Mangmv&_-“f
agar dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologx, sosial, budaya‘""i--bagl
masyarakat dengan cara memperbaﬂﬂ fungs1 gambut ‘dan - ‘mangrove,
meningkatkan kemampuan hidrologis Ekoszstem Gambut dan Mangrove
serta mendukung ekosistem yang ada di sekitar; : o

b. menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada semua pihak-. yang
memanfaatkan Ekosistem Gambut dan Mangrove; .

c. membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Ei{oglstem Gambut
dan Mangrove secara baik; -

d. membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat berbaga1 plhak_i{-';_-
termasuk lembaga non pemerintah untuk terlibat secara aktif: mencegahﬂ -
kerusakan Ekosistem Gambut dan Mangrove dengan cam men;agat}-ﬁ
keseimbangan dan kelestariannya secara berkelanjutan;

e. meminimalkan potensi bencana alam yaitii banjir dan kekenngan Selta e
kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut; o S s

£ memiasilitasi pemangku kepentmgan untulk- meiakukan perlmdungaﬂ dan
pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove seca:a termtegraS1,-..__-_- _

g meminimalkan pencemaran dan kerusakan alam’ seperti - 111‘&1‘1181 a_zr laut
ombak dan abrasi pantai, pada‘ekosistem mangrove dan Ea

h. menghormati dan menghargai kearifan lokal, hai{ masyarakat bempa

kepemilikan, penguasaan, akses dan kontrol terhadap Ekosmtem Grambu‘t_ g
dan Mangrove. A :

ARG PERANGHEAT i}'&gﬁfu{s
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Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.
b.
C.

ST o o

Paragraf 1
- Umum
Pasal 5
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mehpu‘a _____

perencanaan; :
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;

MO0 o

()

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gam’but daﬂ mangrove
sistem informasi ekosistern gambut dan mangrove; - Lo
perlindungan hak masyarakat éan masyarakat hukum adat d; ekeszistem e
gambut dan mangrove; : A

peran serta masyarakat;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
kerjasama;

penyelesaian sengketa;

larangan;

kelembagaan;

pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
pembiayaan; dan

insentif dan disinsentif.

BABII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN .
EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGRQVE

Baglan Kesatu-
Ekosistem Gambut

pengawasan; dan
penegakan hukum

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 6 : L . _
Gubernur menyusun dan menetapkan - Rencana Perlmdungan dani_
Pengelolaan Ekosistem Gambut Daerah dengan  terlebih  dahulu
mengkonsultasikan secara teknis dan . mendapat persetujuan Memerxz
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini. dzundangkan ;
Rencana Perlindungan dan = Pengelolaan - Ekosistem - Gambut Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun: berdasarkan: :
a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosmtem Gam‘i:sut Na31ona1

dan _ - S

b. Analisis Data. ' =
Hasil analisa data sebagmmana dnnal«;sud pada ayat (2) huruf b digunakan_- =
sebagai dasar penyusunan rencana perhndungan dan pengeloia.an;_{:
ekosistem gambut. L
Tata cara penyusunan rencana Perhndungan da:n Pengeielaan Ekeszstem%]{f
Gambut (RPPEG) Daerah dﬂakukan sesuau keteniuan Pelaturan:_?,'-i-_
Perundang-undangan. : S :

ARG PRRANGHAT DABRAN
HETHUM PEM&.&;@R}A -
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(3)

Pasal 7
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistern Gambut
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh
Gubernur dan/atau menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan
fungsi untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut.
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi
dan konsultasi dengan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sumber daya lahan Gambut.
Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan
Ekosisten Gambut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
didasarkan pada hasil analisis data yang berisi:
a. arah kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
b. strategi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
c. program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut;
d. sasaran program Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
e. indikator kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistern Gambut;
dan
f. target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistern Gambut.
Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara partisipatif
dengan melibatkan unsur Pemerintah sesuai dengan jenjangnya,
Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Adat, Kelompok Perempuan, Forum Para Pihak, pelaku
usaha dan Lembaga Non Pemerintah yang bergerak dalam bidang
lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan rencana
perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut secara partisipatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai
berikut :
a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut;
b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi
Ekosistem Gambut;
c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan
pelestarian Ekosistem Gambut; dan
d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} harus memperhatikan:
keragaman karakter fisik dan biofisik fungsi ekologis;
sebaran potensi sumber daya alam;
perubahan iklim;
sebaran penduduk;
kearifan lokal,;
aspirasi masyarakat;
rencana tata ruang wilayah;
nilai ekonomi Ekosistem Gambut;
teknologi budidaya dan pengelolaan lahan Gambut; dan
upaya pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan
bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Pasal 9 o S ST
(1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan Ekosmtem Gambut dengan'."'

fungsi budidaya menjadi Ekosistem -Gambut dengan fuﬁgS}. 11ndung St

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3 ), dalam hal: -

a. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya mas1h terdapat spesues_i RETE IO
yang dilindungi sesuai dengan ketentuan - peraturan perundang--
undangan atau Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung =~
sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang’ Wllayah, kawasan;'sf RN IR

hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi; -

b. adanya urgensi ekologis untuk melakitkan, upaj\,?a pencegahan a’tau'_-;.:_-'_:_-j'_-.-" R

pemulihan kerusakan hngkunwan h1dup pada c'{an/atau_- dl 86
Elkosistem Gambut; dan/atau - -

c. adanya urgensi ekologis untuk melakukara upaya perlmdungan.:}j_

Ekosistem Gambut di Daerah

(2) Dalam hal Ekosistem Gambut: dengan fungm bud1daya diubah'f}"menjadzj_,%_
Ekosistem Gambut dengan - fung31 hndung sebagmmana dimaksud pada. o
ayat (1), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;f SR
Daerah yang telah ditetapkan sebagmmana dzmal{sud dalam Pasal 6 aya‘é L

(1) harus dilakukan perubahan.

(3) Gubernur melakukan perubahan . atas Rencana’ Perhndungan danfﬁ;j';:-.- e
Pengelolaan Ekosistem Gambut  Daerah - c’iengaﬁ terlebih dahuiu’ i

mengkonsultasikan secara 'tekms dan menciapat peérsetujuan. dari I\/Ienterz

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan. perubahan fungslf-jf___ SR
Ekosistem Gambut oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)~ .~
dan perubahan atas Rencana Perhndungan dan: Pengeioiaaﬁ ‘Ekosistem o
Gambut Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dlatur:_ dengan_':_.___

Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 _
Pemanfaatan

Pasai 10

(1) Setiap orang yang memanfaaﬂ{aﬂ Dkoszstem Gambu‘t waj;ibl‘menyesumkan?._'_:.':'j?3 S

wajib dilakukan dengan mengaga fungs; h1dr010g13 Gambut

(3) Upaya menjaga fungsi I—Ildmlogzs Gambut sebagmmana dlmaksud padaii}__-: o

ayat (2) dilaksanakan sesuai keteﬁtuan peraturan perundang undaﬁgan

Pasal 11

{1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut dapat dﬂakukan pada Ekosmtem Gambut_z";;: _ : -

dengan fungsi:
a. lindung; dan/atau
b. budidaya.

(2) Pemanfaatan Ekosistem Gam’but pada Ekosmtem Gambut dengan fumg&;'a":-f_":'.":_5':::__3'_':"f-
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a dapai dﬂakukan__-’_’_ SRR aE

secara terbatas untuk kegiatan:

a. penelitian;

b. ilmu pengetahuan;

c. pendidikan; dan/atau

d. jasa lingkungan. : - : PITER L
{3) Rencana pemanfaatan Ekosastem Gambut dengem fungsr

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehputl

'hndung.fﬁjﬂlf

a. upaya mempertahankan areal Fung& Lmdung Ekomstem Gambut yang._ :_.:

masih dalam kondisi alami; - ey
b. upaya mempertahankan tutupa_n hutan dan keanekaragaman haya‘izi
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c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Ekosistem Gambut;
d. pengembangan pendidikan dan kesadartahuan Ekosistern Gambut; daﬂ
e. pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem gambut untuk :

1) ekosistem sekitarnya;

2) wisata terbatas;

3} perdagangan karbon : dan / atau

4) sosial dan budaya masyarakat sekitar.

(4) Rencana pemanfaatan FEkosistem Gambut dengan fungsi :'-Eindﬁng

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rencana ' pemanfaatan
Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya Sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) harus mencantumkan kewajiban untuk menjaga Fungsz Hldro‘}ogis . B

Gambut. o
(5) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut- dengan fungsz i

budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b dapat

dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan Rencana: Perlmdungan-'_f :
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Daerah. o
(6) Rencana pemanfaatan FEkosistem Gambut dengan fungm budi daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
a. pengaturan dan pengelolaan kegiatan budidaya terhadap :
1) pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut;
2) peningkatan ekonomi wilayah; dan
3) kesejahteraan masyarakat. L
b. pengalokasian sebagian areal pada setiap areal kerja usaha dan / atau '
kegiatan untuk peiestm ian keanekaragaman hayati; dan

c. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan ploduk tumnannya' Bauts

dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut.

Paragraf 4
Pengendalian

Pasal 12

(1) Pemerintahan Daerah berkoordinasi dengan Badan Restora& Gambut dan';_-_-. '.::.j? |
Mangrove (BRGM) dalam melakukan upaya penger}dahan kemsakan ST

Ekosistem Gambut. o
(2) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1') dﬂakukan"

melalui koordinasi dengan pihak terkait. o
(3) Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagalmaﬂa dzmaksud pada

ayat (1) terdiri atas: )

a. pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut;

b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut; dan

c. pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.

{(4) Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dunaksud padail_; o
ayat (1) yang dilakukan untuk menilai kegiatan. peﬂmdunga}:’z dan

pengelolaan ekosistem Gambut mencakuyp :
a. input;

b. proses;

c. output; dan

d. penggunaan hasil.

Pasal 13 -

(1) Pencegahan kerusakan Ekosistemn Gambut sebagaimana dzmaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
a. penyiapan regulasi teknis;
b. pengembangan sistem deteksi dini; ' L
¢. penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah dan ketahanan masyarakat
d. penyiapan sarana prasarana alat pemadam kebakaran; -
e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
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f  sosialisasi peraturan perundang-undangan dan teknis peﬂyi'&?an'laﬁaﬂ I
pada Ekosistemm Gambut kepada masyarakat dan- penanggung jawab

izin; _
g. bantuan sarana produksi kepada masyarakat yang memanfaatkan'

lahan Gambut pada areal sesuai dengan rencana perlindungan dan

pengelolaan Ekosistem Gambut dalam rangka peningkatan ekonomi
masyarakat;

h. pengembangan inovasi teknologi budidaya lahan tanpa bakar serta
budidaya lahan ramah gambut;

i. tidak membuka dan/atau memanfaatkan Gambut yang tidak sesuai
dengan fungsinya; dan o

J- pengamanan areal gambut vang rusak, rawan kebakaran-idan .'areal-
gambut bekas kebakaran.

(2) Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud - pada'-_ o

ayat (1) dapat dilakukan pada :
a. ekosistem gambut dengan fungsi lindung; dan
b. ekosistem gambut dengan fungsi budi daya. _

(3) Ekosistern gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan Sebag&u
berikut :

a. terdapat drainase buatan di ekosistem gambut dengan fungsa lmdungf*f o

yang telah ditetapkan;
b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah laplsan
gambut; o
c. terjadinya pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan dl'_.' :
ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah dfcetapkan Coeiny
d. terdapatnya bekas-bekas kebakaran pada tanah gambut dan /atau
e. terbukanya lahan gambut. e
(4) Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya sebagazmana dzmaksnd pada-

ayat {2) huruf b dinyatakan rusak apabila melampatu kri"i:ema baku:.. s

kerusakan sebaga1 berikut :

a. muka air tanah gambut lebih dari 0,4 {nol koma empat) meter d1 bawahf: : -f_: o

permukaan gambut;
b. terjadinya kebakaran gambut; dan/atau

c. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di. bawah laplsan'

gambut.

Pasal 14

Dalam penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah dan ketahanan--- S
masyarakat untuk pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagannana- SORE R
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pemerintali Daerah dapatﬁ:'.'-
melakukan penguatan kelembagaan Peéndidikan @ pada mlayah ‘rawan .o el
kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk lxeiompok peduli lmgkungan*“'__ SEERYSEE I

yvang dibina oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana <:i1maksud dalam’ : LR

Pasal 13 dilakukan dengan cara:
a. penyiapan regulasi teknis;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan teknis- penyaapan Iahan*-_'_-__ .

pada Ekosistem Garmabut kepada masyarakat dan peﬂemggung jawab 1z1n
peninglkatan kesadaran hukum masyarakat; . s
pengembangan sistem deteksi dini; ' ' SO
penguatan kelernbagaan Pemerintah Daerah dan ketahanan masyarakat
penylapan sarana prasarana alat pemadam kebakaran;
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h.

bantuan sarana produksi kepada masyarakat yang memanfaatkan Iahanf;f
Gambut pada areal sesuai dengan rencana perhndungan dan pengelol_aan; s

Ekosistem Gambut dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat IR
pengembangan inovasi teknologi budidaya lahan- tanpa bakar sel ta‘-.._ i
budidaya lahan ramah gambut; .

tidak membuka dan/atau memanfaatkan Gambut yang tzdak $€SL18“1":-:;' o

dengan fungsinya; dan

pengamanan areal gambut yang rusak, rawan kebakaran dan areai__:':_;_

gambut bekas kebakaran.

Pasal 16

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaaﬂ{any R
Ekosistem Gambut dengan fung31 budidaya wagib mermhk:z Dokumen

Lingkungan.

Persyaratan dan tata cara permohonan Dokumen ngkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan‘{:f:
peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 :
Penanggung jawab usaba : dan/atau. kegzatan yang mel al{uk’"’“'
pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal}:{ 6
ayat (1) yang menyebabkan kerusakan Ekosisteri Gambut di dalam atau di

luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan: penanggulaﬁgan;:f o S
kerusakan ekosistem gambut sesuai keweglban yang tezcantum daiamff:.---_f' OIS I

Dokumen Lingkungan,
Penanggulangan kerusakan Ekosastem Gambut S@bagalmana dzmaksud e

pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung 3awab usaha dan / ata

kegiatan terhadap kerusakan akibat:
a. terjadinya kebakaran Gambut;. -
b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa, .

c. muka air tanah gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter ch bawahffg}i'_': "'-:'f:

permukaan gambut pada titik penaatan;

d. pembangunan drainase yang mengalﬂbatkan Gambu‘c men}adz kezmg . e

dan/atau
e. pembukaan lahan pada Ekos1stem Gambut.

Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut Sebacmmaﬂa dxmaksud :

pada ayat (2} dilakukan melalui:
a. pemadaman kebakaran; e ST
b. pengisolasian area yang sedmmn berpmtnya dan / atau kwarsanya"j_;-i
terekspos; T
c. pembuatan tabat atau bangunan pengendah ajr yang termtegra&‘,l s
dengan Kesatuan Hidrologis Gambut; dan/atau

d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak ﬂegatlf i:erhadap Ekosmtem:{"f_f__' 1

Gambut.

Pasal 18

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau 1s:eg1&taﬂ t1dak melakukan S

penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud’ dalam Pasal 17 dalam -'5_{:_}
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam’ sejalq d1ketahumyaj_}“

terjadi kerusakan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
penanggulangan kerusakan @ Ekosistem Ga_m'bnt ata,s beban b1aya{_j';'-:. SR IR R

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. o = s
Dalam menetapkan pihak ke‘tlga sebagaumana d1maksud pada avat (1)

wajib memperhatikan kerusakan FEkosisten - Gambut sebagalmana":__:--_'._"_""'_f-_' £ s

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
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Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mem111k1 liteahilan'_gz:"
dalam penanggulangan kerusakan Ekosistem Gam’but sebagalmana:_:_ P

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dei’lgan ah

Keputusan Gubernur.

Pasai 19

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegmtan txciak melakukan'_
penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha = = =
dan/atau kegiatan sebagaimana dlmaksud dalam Pasafi 18 dzpex‘hltungkan_] EE Y

sebagai kerugian lingkungan.

Besaran kerugian lingkungan sebagazmana dzmaksud pada aYat (1)..:..-_:_._ c

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasﬂ audzt dan "
lembaga yang berwenang.

Komponen biaya yang dibebankan kepada : penanggung jawab usaha :.
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) dlsesumkan_-_"-';'i_:-’f-'-_
dengan kerusakan FEkosistern Gambut dan biaya penangguiangan Ll

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen biaya sebagalmana dlmaksuci_ 'ﬁ_j' R

pada ayat (3) diatur dengan Pezamran Gubernur L

Pasal 20 . - S
Pemulihan kerusakan Ekosistem: Gambut sebagaimaﬁa dn‘naksud dalam s
Pasal 12 ayat (3) huruf ¢ dilaksanakan oleh: : -
a. Pemerintah Daerah untuk areal penggunaan lain;

b. penanggung jawab usaha dan/atau keglatem u.ntuk areai usaha';‘?_;___ﬁ--'

dan/atau kegiatan; dan

c. masyarakat atau Masyarakat Hukum Adat untuk hutan atau lahan .

yang dimiliki oleh masyarakat atau Masyarakat Hukum Adat

Penanggung jawab usaha = dan/atau - keg1atan yang - mela;ku}génf-'”f Ve

pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kemsakan Elkosistem:
Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau keg1atan sebagajmanaziﬂi
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan. pemuhhan sesua:t;,.:
kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Lingkungan. =
Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha daja/ atau kegzataﬂ:-
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dﬂaksaﬂakan oleh penanggung.

jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan Sebagalmana:fﬂ_'. :

dimaksud dalam Pasal 17 ayat{2).

Dalam hal percepatan pemulihan kerusakan Ekoszstem Cxambut

Penanggung jawab usaha _dan/atau - Kegiatan - m&nyusun _--_-rencaﬁa-
pemulihan Ekosistem Gambut Sebagmmana dlmaksud pada avat (2) darz_;
ayat (3). .
Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dlmaksud pada ayat ( ) di&W&SI oleh_.;?
Perangkat Daerah yang membidangi urusan lmgkungan hldup dan;
kehutanan dan/atau lembaga mdependen yang d:eumjuk, oleh Gubernur. . -

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasain 3ebagal1nana'; g

dimalksud pada ayat (5) diatur dengan Peratua.aﬂ Gubemur RO S

Pasal 21

Pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut sebagazmana dzmaksud dalam;{_f-;-"i

Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: .. o
a. pemulihan daya dukung lingkungan Ekosistem Gambut dan o

b. pemulihan daya dukung sosial ekonomi. melalm partas&pam mas.yarakatﬁ g

pada Ekosistem Gambut.

Dalam hal percepatan pemuhhan Lerusakan Ekomsiem i Gambut i
Gubernur menyusun rencana; pemuhhan Ekos;tstem Gambut sebagazmanag

dimaksud pada ayat (1).
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Proses penyusunan rencana pemulihan Ekosistern Gambut sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan
semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemulihan Ekosistem
Gambut. ‘

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pemulihan Ekosisterm Gambut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22
Pemulihan daya dukung lingkungan Ekosistem Gambut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
sosial ekonomi,
rehabilitasi;
restorasi; dan/atau
cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Upaya pemulihan daya dukung lingkungan Ekosistern Gambut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui kajian ilmiah yang
melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemulihan daya dukung sosial ekonomi Ekosistem Gambut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
a. perbaikan penghidupan masyarakat di dalam Ekosistern Gambut;
b. peningkatan kesadaran dan penguatan keterampilan masyarakat dalam
mengelola Gambut secara lestari;
c. kejelasan hak pengelolaan masyarakat di dalam Ekosistern Gambut;
d. penyelesaian sengketa dan konflik pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
e. kegiatan lain yang dianggap perlu sesual dengan kondisi kerusakan
Gambut dan kekhasan lokal yang dimiliki Ekosistemn Gambut.
Upaya pemulihan daya dukung sosial ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} disusun melalui kajian ilmiah yang melibatkan masyarakat
dan seluruh pemangku kepentingan afau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan daya dukung sosial
ekonomi fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.
Dalam melakukan kegiatan Pemulihan Gambut, Pemerintah Daerah perlu
berkoordinasi dengan BRGM.

pROTP

Pasal 23
Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan
pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak terjadi kerusakan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dalam menetapkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan fungsi Ekosistem Gambut yang akan dilakukan
pemulihan.

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keahlian
dalam pemulihan fungsi Ekosistern Gambut.

Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan
Keputusan Gubernur.
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(1)

Pasal 24 SR
Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2)-

merupakan akibat kebakaran dan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan fidak melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya . |

kebakaran, Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota
dalam pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya- penangbung-
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan lapangan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari- Perangkat' L

Daerah terkait dengan kebakaran Ekosistem Gambut, yang dzkcmrdmlr
oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 25 -
Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak meiakukan--

pemulihan, biaya yang dibebankan kepada penanggung gawab usaha

dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan
Pasal 24 ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil audzt darz
lembaga yang berwenang. :

Komponen biaya vang dibebankan kepada penangsung: Jawab usaha’f'. SaEE L
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ‘disesuaikan

dengan Ekosistem Gambut yang akan dilakukan pemulihan: sebagauma;na :
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1 } dan ayat (3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen biaya sebaﬂfmmana dlmaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. '

Pasal 26 ' o
Pemeliharaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 .
huruf d dilakukan melalui upaya:
a. perlindungan Ekosistem Gambut; dan/atau

b. pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagal pengendah S |

dampak perubahan iklim. e
Gubernur melakukan perlindungan Ekosistem Gambut: Sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menetapkan- Ekoszstem Gambut' B S

vang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka Wak;tu ‘tertentu'_; S

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang Iuasnya kurang darz

30% (tiga puluh persen) dari luas Kesatuan szrologts Gambut pada":
wilayah Daerah;

b. ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang 50% (hma puluh pefr._.: o
seratus) dari luasnya yang telah diberikan izin usaha dan/atau'} B

kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;

c. ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatannYa

berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. ekosistemn Gambut dengan fungsi budidaya : vang i:elah' dnetapkan:if B

perubahan fungsinya menjadi fungsi indung oleh Menteri.

Penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola - da;l.am. Jaﬂgka'-'_b
waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dzcantumkan dalam

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Daerah.

Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak‘:'

perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dﬂakukem" '
melalui upaya: S

a. mitigasi perubahan iklim; dan
b. adaptasi perubahan iklim.
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(6) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 1k11m sebagalmana dzmaksud pada
ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundan0'~undangaﬁ

Bagian Kedua
Ekosistem Mangrove

Paragraf 1
Umum

Pasal 27 _
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. perlindungan;

d. rehabilitasi;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hulkum.
Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 28

{1} Gubernur menyusun Perencanaan ?erlmdungan dam Fengelolaan-

Ekosistern Mangrove.

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosastem Manermve:::

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. rencana pengelolaan; dan
b. rencana aksi.

(3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 humf a_.;_:'
disusun mengacu pada Rencana Tata Ruaﬁg Wﬂayah F’IOVII’ISI dan'-

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada. ayat (4 ) mehputl

a. perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengenciahan_; A

ekosistem mangrove; dan

b. kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, peiaku usaha dan:_";_'_'ﬁ_

masyarakat.

(5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat_.ij_ .:* :

program, lokasi, pelaksana, waktu, pembiayaan dan teknis: pelaksanaan o
(6) Tata Cara penyusunan Perencanaan Per}mdungan dan Pengeiolaan

Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud . pada ayat 2 ) ‘ber dasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7} Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan da:a rencana aksl:-___-..__.i;: e

diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 29

(1) Pemanfaatan sumber daya ekomstem mangrove dﬂakuka.n Sesual dengan_“_“'-_'_""_:'.:"_?.-:_: o

perencanaan.

(2) Pemanfaatan sumber daya ekosistem  mangrove untuk keglatan;; S
sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) meliputi ekoszstem mangrove yang B

berada di dalam dan di luar kawasan hutan.

(3) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupaf_"--'.'.f'._-f'

pendayagunaan sumber daya ekosistem mangrove
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Pasal 30

Pemanfaatan sumber daya ekoszstem maﬁgrove untu]s: tujuan usah'___'_'_'___

wajib memiliki izin.

Pemanfaatan sumber daya ekosistem  mangrove bukan untuk
tujuan usaha wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 avat (1) meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan,
kehutanan, kepariwisataan dan perhubungan.

Pasal 32

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat {2) yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara lestari selaras
dan seimbang untuk kepentingan:

a. pemenuhan kebutuhan masyarakat;

b.
c.

penelitian dan pengembangan; dan/atau
pendidikan dan pelatihan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya ekosistem
mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1)

(4)

Pavagraf 4
Perlindungan

Pasal 34

Perlindungan ekosistermn mangrove diselenggarakan untuk:

a. mencegah kerusakan dan mempertahankan kelestarian ekosistem
mangrove;

b. meningkatkan nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove;

c. melindungi spesies flora dan fauna mangrove yang dilindungi dari
ancaman kepunahan; dan

d. melindungi pantai dari abrasi, intrusi air laut ke daratan, gempuran
ombak dan bencana alam lainnya.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

kerusakan ekosistem mangrove vang disebabkan oleh aktifitas manusia

dan daya alam.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap kerusakan ekosistem

mangrove yang disebabkan oleh aktifitas manusia sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota

melakukan:

a. sosialisasi dan penyuluhan;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan
ekosistem mangrove;

c. kerjasama dengan pemegang hak atau izin;

d. peningkatan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan ekosistem
mangrove; dan

e. fasilitasi pembentukan keiembagaan masyarakat kelompok peléestari
mangrove. _ _

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap kerusakan - ekosistem

mangrove yang disebabkan oleh daya alam, Pemerintah Daerah dan/atau

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan:

a. pemetaan lokasi rawan bencarna;
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b. pemantauan biogeofisik }mgkungan yang berpotenm men'mbulk'ﬁ o

bencana alam; dan
c. pengendalian dampak daya alam

{5} Ketentuan lebih lanjut mengenai perimdungan ekosistem mangrove d1atur :  o .

dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Rehabilitasi

Pasal 35 -

(1) Rehabilitasi ekosistem mangrove dzmaksudkan untuk memuhhkan L
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem’ rna:ﬂgz ove: sehmgga_ S
daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam: mendukung szstem Ly

penyangga kehidupan tetap terjaga.

{2} Rehabilitasi ekosistem mangrove’ Sebagmmana dlmaksud pada ayat (1.)_:- - ?'

diselenggarakan melalui kegiatan o
Penghijauan; : SR

Pemeliharaan;

pengavaan tanaman,

regenerasi alami dengan bantuaﬁ mariusia; - atau < - ST D
penerapan teknik konservasi secara’ 31p11 tekmS pada Iahan krms da
tidak produktif, serta rawan bencana.”

.@P*.O_U‘?’

(3) Rehabilitasi ekosistem mangrove sebagalmana dlmal{sud pada ayat 1 g s

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(4) Dalam melakukan kegiatan pemuhhan mangrove, Pemermtah Daerah"-f_

berkoordinasi dengan BRGM.

Pasal 36

(1) Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove sebaga:{mana dimaksud dalam}_."._f- e

Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kondisi spes1f1k bmgeof}sﬂ{l

(2) Penyelenggaraan ‘rehabilitasi ekoszstem mamgrove Sebagalm _a'_;j’:_'-}:" -
dimaksud pada ayat (1) diutamakan = peiaksanaannya melalm e
pendekatan partisipatif dalam : rangka mengembanokan potensz dan'f:' :-'_: B

memberdayakan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehablhtasz ekos:istem fﬁaiigrove d1a1,ur'_ o

dengan Peraturan Gubernur R

BABII ' ' o
SISTEM INFORMASI EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE

Pasal 37

(1) Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaa_n Ekosxstem Gambut dan :
Mangrove Daerah, Gubernur. membangun, menyusun; mengembangkan‘};_--__
dan menyediakan sistem data dan. 1nforma31 sumber daya' Gambut" dan:_"-__.' : o

Mangrove yang terintegrasi.

(2) Gubernur menunjuk Lembaga Independen atau Perangkat_,i)aemh yang._.
sesuai tugas dan fungsinya untuk - membangun,  menyusun, |
mengembangkan dan menyedzakan sistem data. dan mformam sumber oo
daya Gambut dan Mangrove yang ter mtegrasz seb&ga:zmana dxmaksuci pada.-gf' L

ayat (1).
(3} Slstem data dan informasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ;_d1gunakan e

a. pereﬁcanaan,

b. pengambilan kebijakan,;

c. pelaksanaan kebijakan; dan

d. pemantauan dan evaluasi,
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(4)

Gubernur melalui Lembaga Independen atau Perangkat Daerah yang

membidangi komunikasi dan informasi menyebarluaskan informasi
mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistern Gambut dan Mangrove
Daerah.

Pasal 38
Pemutakhiran data dan informasi Ekosistem Gambut dan Mangrove
dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan
serta dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap orang dapat mengakses dan memanfaatkan data dan informasi
Ekosistem Gambut dan Mangrove sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE

Pasal 39
Pemerintah Daerah mengakui kegiatan perlindungan dan pengelolaan
Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove lestari yang dlkeloia eleh -
masyarakat dan/atau Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Daerah melindungi hak masyarakat dan/atau Masyarakat“ o

Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas akses dan
pengelolaan sumberdaya alam, penguasaan lahan, kepemilikan tanah pada
Ekosistern Gambut dan/atau Mangrove. _
Perlindungan hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—'

undangan,;
b. pemanfaatan lahan sebagai wilayah penghidupan masyarakat untuk

kegiatan budidaya pertanian, perikanan, kehutanan serta pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu dari Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove o
dan
¢. hak masyaralkat atas lingkungan hidup vang baik dan sehat.
Pemanfaatan gambut dan mangrove oleh masyarakat hukum adat sesuai _

dengan fungsi gambut dan mangrove dan diatur dengan Peraturan ;"
Gubernur.

Pasal 40

Perlindungan hak masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat sebagaunana o

dimaksud dalam Pasal 39 ditentukan dengan mengacu pada hasﬁ.'
inventarisasi dan verifikasi lapangan.

Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat :

(1) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak
terkait yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pertanian, perikanan:
dan/atau kehutanan. o
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan inventarisasi dan
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan - -
Gubernur. '
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(1)
(2)

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pememntah g
lembaga atau organisasi lokal, nasional dan/atau mtemasmnai untuk - .
menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekos1stem Gambut o

BABV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
dan Mangrove dilaksanakan dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
penyusunan perencanaar;
pengembangan kawasan;
penelitian dan pengembangan;
pembiayaan;
pemberdayaan;
pengawasan;
perngembangan sistem data dan informasi;
pengembangan kelembagaan; dan/atau .
penyusunan pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut dan Mangrove.
Masyarakat berperan serta secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam bentuk :

MR me a0 o

a. ikut serta dalam pemanfaatan, pengendalian dan. pemeiiharaan_ SRR

Ekosistem Gambut dan Mangrove;

b. ikut serta menjadi tim kerja yang dibentuk oleh Pemeuntah Daerah LT

untuk melestarikan Ekosistem Gambut dan Mangrove; _

c. pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan,
dan bantuan; dan/atau

d. melakukan penyuluhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta Masyaraka‘t SO
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3) diatur dengan’ Pe_x aturan

Gubernur.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 42

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat daiam R

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove.

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud - pada ayat - (1) =
merupakan kerangka program yang terencana dan terukur: untuk S

perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dan/ atau Mangrove. :
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1) -
berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten / kota. '

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 43

dan/atau Mangrove.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa '

a. tukar menukar informasi tentang FEkosistem Gambut Hdan/atau BRI

Mangrove;
b. melakukan pengelolaan, restorasi dan/atau rehabilitasi ; dan
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c. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengembangan ﬂmu

pengetahuan dan teknologi, pengembangan ekonomi, sosml ‘dan:

budaya.
(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimalksud pada ayat {2) dﬂakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. o

BAB VIl
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

(1) Sengketa yang timbul terkait dengan Perlindungan Dan’ Pengelolami'f |

Ekosistern Gambut dan/atau Mangrove diselesaikan . secara musyawarah '_ 5
mufakat di luar pengadilan, '

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadﬁaﬂ sebagmmanafif .f i
dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyeiesman

sengketa dapat chtempuh melalui pengadilan. B
(3) Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian Sengketa sebagazmana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan - peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 45
Pada Ekosistem Gambut setiap Orang dilarang:

a. membuka lahan baru (land clearing) sampai dztetapkannya ‘Zonasi fungsi_ S

lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistern Gambut untuk tanaman’
tertentu; i

b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadz kermg, . _' . L
¢. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembzaran t@r}admya s

pembakaran;
d. membuka kubah Gambut; dan/atau

e. melakukan kegiatan lain vang mengakibatkan terimnpaumya Ia*ztez‘la baku e

kerusakan Ekosistem Gambut.

Pasal 46
Pada Ekosistern Mangrove Setiap Orang dilarang:

a. memanfaatkan ekosistem mangrove yang tidak sesuai ketentuan peraturaﬂ.i | . :
perundang-undangan yang berlalku ' dan/atau dapat menyebabkan:--_ S

penurunan fungsi ekosistem mangrove;

b. melakukan kegiatan yang dapat mencemari air Iaut atau ekos1stem'_-_-_f el

Mangrove;

c. melakukan konversi ekosistem mangrove yang tidak mempeﬂntungkan b

keberlanjutan fungsi ekologis;
d. menebang pohon pada kawasan lindung mangrove;

e. melakukan kegiatan vyang dapat meﬂgakibatkan kebakaran hutan

mangrove;
£ melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi;

g melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak befpedomaﬂ pada rencana SR

staregis dan rencana pengelolaan.
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BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 47

(1} Gubernur dapat membentuk kelembagaan atau menunjuk lembaga

perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove
tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah sesuai tugas dan
fungsinya;

b. melakukan penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat
Daerah;

¢. meningkatkan keterlibatan masyarakat, meliputi masyarakat peduli
Ekosistem Gambut dan Mangrove, kelompok masyarakat Desa,
organisasi kemasyarakatan, organisasi lingkungan dan relawan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada kelembagaan
pendidikan di wilayah rawan kerusakan FEkosistem Gambut dan
Mangrove; dan

e. melakukan pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola
kemitraan serta membangun mekanisme pemanfaatan program
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka
peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48
Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas
pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan FEkosistem Gambut dan
Mangrove.
Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan
pembinaan, penigawasarn, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang
lingkungan hidup, kehutanan atau kelautan dan perikanan.
Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Gubernur
membentuk tim pengawas.
Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 49

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa:

a.

b.

pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan
kerusakan Ekosisterm Gambut dan Mangrove;

penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Ekosistern Gambut dan Mangrove; dan/atau

bimbingan teknis, untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi setiap
Orang dalam rangka pengusahaan Ekosistem Gambut dan Mangrove
berkelanjutan.
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Bagian Ketiga
Pengawaszm

Pasal 50

(1) Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung Jawab usahaﬁ_ __

dan/atau kegiatan pemanfaatan Ekosistem Garmbut dan Mangrove atas:

a. ketentuan mengenai pemanfaatan, pergendalian, dan pemehharaan';f L

Ekosistem Gambut dan Marngrove; dan

b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum’ dalam Dokumen S

Lingkungan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat'( ) dﬂak’ukan' mel'alm'gr_“

pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

(3) Masyarakat/lembaga/organisasi masyarakat yang bekerja pada bzdmw'_-*?'_ S
lingkungan hidup, kehutanan, dan/atau kelautan dan. penkanan dapat
melakukan kegiatan pemantauan dalam Per}mdungan dan pengeloiaan_'_'_f G
Ekosistemn Gambut dan Mangrove dengan’ berkoordmasz pada Pemezmtah_-' '

Daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 51

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap setiap Qramg ya.ng melakukem"-_.f |
pelanggaran dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut dan. Mangrove yang: .o
tidak sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekomstem}[j PRl

Gambut dan Mangrove.

(2) Kriteria pelanggaran sebagazmana dimaksud pada ayat (1) d1ter1tukan‘-;f""_.;f:-__.'_-_-_':-':_-?::_"' -
berdasarkan hasil kegiatan pengawasan Iapangan yang dﬂaksanakan--i_;_-_ S

sesuai ketentuan peraturan pemndang-undailgan

?a,sai 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, peﬂgawasan, dan evaluasz dalamf_f; _' g |
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosmtem C}ambut dan Mangrova dzatm

dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII _.
PENDANAAN = -

Pasal 53

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keglaiaﬁ Perhndungan dan o

Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove dzbebankan pada o
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak menﬁﬂqat Ses&al ketentuan peratuzan B

perundang-undangan.

BAB XIII o
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 54

(1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada setiap orrang yang melakukan

Perlindungan dan Pengelolaan Ekoszstem Gambut dan Mangrave L
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian’ Insenuf Sebaga;maﬂa
dimaksud pada ayat (1) diatur deng&m Peratul an Gubemur '

HARD FERANORAT mmm gEMTA. :
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Pasal 55

Gubernur memberikan disinsentif kepada setiap Orang, _ Pei‘iiefintah R

Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa -yang tidak: meiakuk&:n
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistern Gambut-dan Mangmve wlie
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif: sebacfalmana .
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Gubernur.” :

BAB XIV
SAN KSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Gubernur menerapkan sanksi admmzstlaﬁf terhadap pelanggarar_z:} 3

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. : S
Sanksi administratif sebaga1mana ﬁ1maksud pada ayat (1) te'rdzrz a._‘t__a'S: PRI
a. teguran tertulis; VR
b. paksaan pemerintah; o

c. pembekuan izin; dan/ataun

d. pencabutan izin. :

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} “huruf b
meliputi: S AR
penghentian sementara kegiatan;

pemindahan sarana kegiatan; -

penutupan saluran drainase;

pembongkaran;

penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau S R
tindakan lain yang bertujuan untuk menghentﬂ{an pelanggaran';" ;
dan/atau tindakan memulihkan fungsz 1mgkungan hidup o

R RN

- Pasal 57

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagmmmm d;mal{sud dalam*f g .
Pasal 45 dan Pasal 46 -dikenakan paksaan pemerintah’ sebagmmmlaf‘:_-- e
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b baik dengan atau tal’lpa e

didahului dengan teguran tertulis.

Penanggung jawab wusaha dan/dtau keglatan ' yang rnelakukan HEee
pemanfaatan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10-ayat (1) dan‘ayat (2); Pasal 11 ayat Do
(2) dan ayat (3), serta Pasal 30 ayat (1} dikenakan paksaaﬂ pememntah;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) humf b bail«. denga:n atau'f
tanpa didahului dengan teguran tertulis.” '

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegla‘i:an ’t}dak-fl : B
melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2, B
Gubernur memberikan sanlksi’ admm1s‘i:rat1f berupa pembekuan mn sesuazl L

dengan kewenangannya.

Dalam hal penanggung Jawab usaha dan/atau keg1atan t1dak 1‘rlematuh1
ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud: pada ayat (3) EN
Gubernur memberikan sanksi admimsirauf berupa pemcabman mn sesual PRty

dengan kewenangannya. P
Selain sanksi sebagaimana dimalksud pada ayat (1) sampal c‘iengan ayat (4]'_;-
terhadap lahan yang sengaja dibakar, maka di-atas areal ‘yang terbakar.

tidak boleh ada aktivitas budidaya selama jangka waktu tertenti, dan jika :': S |
terulang dapat dicabut segala bentuk perizinan yang berada d1 Iaha:n S

Gambut.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jangka waktu, dan tata cara -~

pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin,
pencabutan izin, dan sanksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2}, ayat (3}, ayat {4) dan ayat (5} diatur dengan Peraturan Gubernur..

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 58
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pememntah Daerah' =
berwenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana-di

bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove _
dengan melakukan koordinasi di bawah pengawasan penyidik Kepolisian =~

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
Wewenang Penyidilk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau Iaporaﬁ
tersebut menjadi Iengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal setlap__fsl_-l;.' SRR

orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang .sehubungan“-' L

dengan tindak pidana; o
d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain. berkenaan -

dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan S

Ekosistem Gambut dan Mangrove;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan’ buku_ e
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakulkan penyltasm L

terhadap bahan bukti tersebut; s
£ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas ;

penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan- Pengelolaan 1 

Ekosistem Gambut;

g menghentikan aktivitas seseorang atau meminta seseoremg untuk.-_f-_-_- :
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan’ sedang__ S
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dlbawa S

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindalk pldana dl b1ciang o

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan. Mangrove

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan: dlpemksa sebagail'f. el

tersangka atau saksi,
j mengadakan penghentian penyidikan;

k melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancai an penyld;kan = f =

tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosmtemf’
Gambut dan  Mangrove  menurut  hukum yang dapat' '
dipertanggungjawabkan. _
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberltahukan L
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan’ kepada:

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik;:_'_

Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
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BAB XVI o
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59 : : : Sy
() Dalam hal telah dikenakan sanksi administratif sebagalmana d1maksud--'.; e

dalam Pasal 56 dan masih terjadi pelanggamn sebagaimana dimaksud - s

dalam Pasal 45 dan Pasal 46, dikenakan pidana kurungan paling 1ama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00° (hma o |

puluh juta rupiah).

2 Tindak pidana sebaga;mana dimaksud pada ‘ayat (1) mempakan S

pelanggaran.

Pasal 60

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 58 e
setiap Orang yang dengan sengaja atau karena . kelalaiannya melanggar L
ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 yang mengakibatkan dﬂampaumya kriteria - -
baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sesuai ketentuan . = .
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan R

lingkungan hidup.

BAB XVII o
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Program Perlmdungan dan ".:: S
Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove serta perangkat daerah: yangj}'- I
telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan. men}alankan Pl

kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah 1n1

Pasal 62

Setiap instansi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelelaan EI&OSlStem
Gambut dan Mangrove menjalankan tugas  pokok dan fung31 : sea‘taf S

kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peratuz an Daerah 1n1
Pasal 63 |

Semua Peraturan Daerah yang terkait dengan Perlmdungan dan Pengeioiaan.'
Eksositen Gambut dan Mangrove yang telah  ada, - sepangang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku: sarmpai . dengan.
dike}uarkannya Peraturan Pelaksanaan yang “baru berdasarkan Peraturan'
Daerah ini. S :

'BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerali ini- ‘harus dltetapkan paimgf_f.z R

lama 1 (satu) tahun terhitung segak Peraturan Daerah ini dmndamgkan
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Pasal 65: :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setxap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalamn Lembaran Daerah ‘Provinsi
Kalimantan Barat. : : :

Ditetapkan di Pontxanak

pada tanggal 14 >»€ts§?‘§wmwf ﬁéﬁ afi’si’w‘? e

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT g@ :

Diundangkan di Ponmanak
pada tanggal & S e plisere >0

Plh. SEKRETARIS DAERAH
WPRQVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUKALIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 N OMOR z}ﬁ
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8 152 / 9021
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR  TAHUN 2021

TENTANG '
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
DAN MANGROVE

L UMUM '
Gambut dan Mangrove mempunyai karakteristik yang umk selai:n

sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruarng . daratan, juga

komponen lingkungan hidup. Dengan kar akteristik yang. demikian, Gamibut

dan Mangrove memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan; antara lam"j..-'-"-..'--_'_3.'1::-'-_’ : ;
sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai” .~ =

tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyampan karbon sehmgga berperan
sebagai penyexmbang iklim.

Untuk mencegah perubahan fungsi gambut, maka dlperlukan la:agkah S
kebjjakan untuk mempertahankan dan meningkatkan - fungsi: Gambut dan -
Mangrove agar Gambut dan Mangrove sebagai sumber daya alam dan’ fungsi L
penyeimbang iklim dapat dimanfaatkan Sebesar—besarnya untuk kesejahteraan_f
masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk
masyarakat nasional maupun global. Agar Gambut dan Mangrove dapat S
bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan maka~ - . -
Perlindungan dan Pengelolaan Eko&stem Gambut dan Mangrove n‘ienjadr-}..;“_f F

sangat penting.

Kenyataannya yang Ler;}ad1 di Kahmantan Barat lahan 1ahan yang".'f“_---’ o
dimanfaatkan atau dikembangkan dengan marnajemen yang salah. Kegzatan"f L
pembakaran saat pembukaan lahan ataupun kebakaran yang timbul dilahan
Gambut yang kering menyebabkan hﬂangnya lapisan Gambut besar-besaran =~ - |
dan terjadinya pencemaran udara. Hal ini terjadi tidak hanya di lahan pubhk EARE S
wilayah perkebunan, areal pengusahaan hutan, areal hutan tanaman dan =~ = |
bahkan di areal konservasi. Sementara itu - konvefm mangrove . “menjadi
kegiatan yang tidak memperhatikan fungsi dan- kebe;t}anjutan ekosistem
mangrove telah menyebabkan teigadznya permasalahan Imgkungan seperﬁ:_;f S

peningkatan abrasi pantai dan intrusi air laut.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pezhndungan dan Pengeiofaal’lf.fﬁ- Lo
Ekosistem Cambut dan Mangrove pada tingkat Provinsi, ‘maka dibentuk -7
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ten‘{ang Perhndungan dan e
Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang mengatur antara lain-. = =
perlindungan dan pengelolaan, sistemn informasi ekosistem gambut dan o
mangrove, perlindungan hak Masyarakat dan Massyarakat Hulmm ‘Adat. dl
Ekosistem Gambut dan Mangrove, peran: serta Masyarakat pembmdayaani-} S
Masyarakat dan Desa, kerja sama, Insentif dan Dismsentﬂ" serta penyelesaaanj‘_ S

sengketa.
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. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 2 DN

Cukup jelas.

Huruf a : : B I

Yang dimaksud dengan “asas tanggung ja*wa ) adalah Pemel mtah_-
Daerah menjamin pemanfaatem Ekosrlstem Gambut cian Mangrove.- PR
akan memberikan  manfaat - yang: sebesar»besarﬁya ‘bagi- oo
kesejahteraan dan mutu hldup 1"akyat ‘menjamin: hak ga
hukum atas lingkungan hldup yang baik dan sehat; dan meneegah_." '
dilakukannya kegiatan - pemanfaatan Ekoszmem -Gambut _dan_e
Mangrove yang memmbuika_n pencemaz an dan /atau kerusak
lingkungan hidup. - S : :

Huruf b : . Sl

Yang d:tmaksud dengaﬂ “asa&. keiestauam dan keher}amutan
adalah bahwa setia‘p' (‘:arang,_memiktﬂ"_kewajibanﬂ: dan. tanggung
jawab terhadap generasi mendatang dan. terhadap ‘sesamarnya.
dalam satu generasi dengan: melakukan upava. pelestarla.n day
dukung ekosistem da;n memper};aﬂﬂ kuahtas Ek:ométe
dan Mangrove. S

Huruf c

Penge}olaan Ekosmtem G‘sambut dan Mangrove,
langsung maupun iid&k langsung -
Hurufd

Yang d1maksud dengan .

dengan memadukan berbagal unsur atau menymergzkan berbaga1
komponen terkait. »

Hurufe : - S

Yang dimaksud dengan “asas keserasaan dan ' "kese1mbanga1

adalah bahwa pemanfaa‘can Ekeszstem Gambut dan Mangmv

harus memperhatﬂ{an ber‘bagau aspek sep ti o ke

Ekosistem Gambut cian Mangmve el
Huruf '

Yang d1maksud dengan o asas keadﬂan adalah

gender.
Huruf g . U o S .
Yang d1maksud dengan ‘asas kesetaraam gendei o ada:_ ;
orang harus = menerima- perlakuaﬂ yang setara dan
diskriminasi berdasarkan  identitas: gender daiamé
dan Pengelolaan Ekosmtem Gambut :
Huruf h

Ekosistem Gambut dan Mangrove G .




Hurufi . = - : EiE
Yang dimaksud dengan “asas. keanfan Iokal” adalah bahwa da]am d
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangx ove: harus_g::- i py
memperhatikan nilai-nilai- luhur yang’ berlaku cialam tata kehldupan :
masyarakat. Kearifan ‘lokal menurut masyaraka‘t s ete1npat adalah
Kegiatan yang dilakukan - secara turun temurun dan dzlakukan
pelestarian ke siklus’ berlku‘tnya dan ﬁdak memmbulka

terhadap lingkungan. Kearifan lokal’ yang dzmaksud adaiah kearlfan
lokal yang mendukung peiestaman hngkungan :

Huruf j R R S

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah - bahwa
Perlindungan dan Pengelolaan. Ekoszstem Gambut dan _Mangrove-
bersifat transpaz an dan terbuka, yeutu ‘seluruh’ lapman masyarakat__
mempunyai kesempatan yang seluas 1uasnya umuk membemkani
masukan saran dan pendapat
Yang dimaksud dengan ‘asas peﬂmduﬂgan hulmm” adal 1 bahwa'
Pemerintah Daerah menjamin kebebasan dan hak Se‘aap orang'
dalam Perimdungan dan Pengelolaan Ekoszstem :

Mangrove.
Pasal 3
Hurufa _ -
Cukup jelas.
Hurufb _
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff _
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan Kearzfan Lokal a,dalah bagla:l d _m bud a
dari suatu masyarakat yang d}daseul oleh 1’11181 1’11181 kebmkan’ yang
dipercaya. . e
Yang d1maksud dengan Hak Masyarakat adaiah ek mp_
mencakup akses, cara, dan lama Waktu yang dzmkmatz 'dar suatu.
barang. : : :
Huruf j _
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6 R -
030
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Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Fluruf b

Cukup jelas.
Hurufc

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruff

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Hurufh

Cukup jelas.
Hurufi

Cukup jelas.
Huruf j - : s S i
Kerusakan Ekoswiem Gambut am:ara 1am___. d ebabkal
karena kebakaran hutan dan Iahan

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . L Lo
Yang dimaksud - dengan urge:ﬁsz ekologls__ m ;
Ekosistem Gambut dan Mangmve yang telah mengalamz
kebakaran dan rusak : oo
Hurufc
Culaup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3}

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 11
Ayat {1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Hurufc Ll T
Pendidikan dalam ketentuan ini t}dak termasuk: penyedzaan RET A A

Hurufd L
Contoh-contoh 3asa hngkungan adaiah jasa wzsata aiam SRRy

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

prasarana untuk pendidlkan

jasa perlindungan :tata air. (hiérologﬂ kesuburan tanah,
pengendalian erosi dan bamn‘ keindahan - dan’ ‘keunikan
alam, penyerapan dan. penylmpanan karbon (car‘bon offset) .

Cukup jelas.

Hurufb

Huruf ¢

Hurufd

Hurufe

Ayat (4}

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dlmaksud deﬁgan Jasa hngkungan adalah w1sata=
terbatas dan perdagangan karbon.
Yang dimaksud - dengan “Wlsa‘sa terbatas” adalah berup
kegiatan mengunjungi, ~melihat, memkrnam' {eumkan.-
Gambut dan keanekaragaman mmbuhan dan‘-‘ : atwa yan
ada di dalam Ekosmtem C}ambut dan Mangrc}ve e i

37

HARG | PORANGUAT DAERAN | Lgysapy | mpwmas o]




Cukup jelas.

Ayat (4)
Input antara lam terdm dam pembzayaan matemal__ kegzat
Proses antara Iam tel dm dan s1stem pengeioiaan
terkait, R RS - R
Huruf ¢ .
Cukup jelas
Hurufd - L ' :
Penggunaan hasﬂ terhubung dengan pengukuran Indeks_'-
Kinerja Pemermtah dan perencanaan peimbarigunan yan
lain, dan dapat dlgunakan dalam mengakses be 'baga
insentif bezba31s kmer;;a PRSI -
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)

Usaha dan/ atau Keglataﬁ
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

e L




Huruf b

Yang dimaksud derigan tereksposnya sedzmen berpmt” adalah R
sedimen berpirit muncul atau tersmgkap ke zona. okszdam atau-ﬂ “
tidak lagi terendam air. TR
Yang dimaksud dengan tereksposnya sedzmen lwvarsa adalah'i_z MR
tersingkapnya kwarsa ke permulkaan atau kwarsa tldak: 1ag1 i
tertutup oleh 1aplsan Gambut. - '

Hurufc

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.

Ayat {3)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc : ' ' T e
Yang dimaksud dengan Tabat atau Sekat Kanai adalah salah"_-";. S
satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam
sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah', S

penurunan permukaan air di Izhan: Gambut | sehmgga Iahala'-'_"'
Gambut di sekitarnya tetap lembab dan suht terbakar N

Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b : : el
Yang dimaksud idengan Partzsipa& Masyarakat adalah suam-__
proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata untuk_ff
menjaga dan mengelola Ekosistem Gambut dan Mangrove'_{
agar terjadi kesexmbangan keiestarzan dan I\ebeﬂan;utan
Ayat (2) _ '
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
34
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Pasal 22

Ayat {1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan

“rehabilitasi”

adalah upaya

pemulihan untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki
Ekosistem Gambut dan Mangrove antara lain melalui -

revegetasi.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemuhhan'

untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut dan Mangrove
atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana

sermula.

Hurufd

Cukup jelas.

Ayat {2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (0}

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3}

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf &

Yang dimaksud dengan: Mitigasi - Pembahan Ikhm adalah
adalah serangkaian kegzatan yang dilakukan dalam’ upaya iy

menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk
upaya penaggulangan dampak pembahan 1khm
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Huruf b ' A e

Yang dimaksud dengan Adap‘ca51 Perubahan Ikhm ada}ah AT
upayva yang dilakukan untuk meningkatkan __ke_map_uan L
dalam menyesuaikan diri terhadap. perubahan iklim; . -
termasuk keragaman 'iklim dan kejadian iklim ekstrim . -
sehingga potensi kerusakan akibat - perubahan -iklim. - .
berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim™= .~ "~
dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang tu‘nbui akibat'-;' .
perubahan iklim dapat daatast : '

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.




Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e : . . ; REE L
Pengenaan sanksi terhadap pembmraﬂ texjadmya pembakaran

diterapkan sesuai ketentuaﬂ peraturan perundang— undangan i
Hurufd : : o :
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Culwup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
H-&rufa R . L BRI
Yang dimaksud dengan Anggma:a Pendapa‘ian dan Beianja Dae_ h
adalah Anggaran’ Pendapatan dan Belanga "Daerah Provin
Kalimantan Barat. R
Huruf b -
Cukup jelas.
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Pagal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas,

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR
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